WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR (% TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR (UPT-PDB)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR,
KOPERASI, DAN USAHA MENENGAH KOTA BATAM

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BATAM,

bahwa dalam rangka tertib adminstrasi pelaksanaan
Pengelolaan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pegelolaan
Dana Bergulir maka, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Batam Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pola Tata Kelola
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir (UPT-
PDB) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Pasar,Koperasi, Dan Usaha Menengah Kota Batam;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4866);

Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Pelaksaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3591);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007,
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Darah (BLUD).

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010
tentang Urusan Pemerintahan Yang  Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 67);

Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pembentukan UPT - PDB pada Dinas PMP-
KUKM Kota Batam.



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR (UPT-PDB)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR,
KOPERASI, DAN USAHA MENENGAH KOTA BATAM

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun
2011 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Dana Bergulir (UPT-PDB) Pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi, Dan Usaha
Menengah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2011 Nomor 178) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Batam;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah;

3. Walikota adalah Walikota Batam;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Batam;

5.Dinas PMP-KUKM Kota Batam adalah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kota Batam;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batami,

7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat
daerah atau unit kerja pada SKPD dilingkungan
Pemerintah Daerah yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan BLUD dan dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada perinsip
efisiensi dan produktifitas ;

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dana bergulir,
yang selanjutnya disebut PPK-BLUD dana bergulir
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilias berupa keleluasaan untuk menerapkan
praktek-praktek  bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
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rangka memajukan kesejahteraan warga Kota Batam
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya ;

. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir

yang selanjutnya disingkat UPT PDB adalah Unit
Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada
Dinas PMP-KUKM Kota Batam yang menerapkan
PPK BLUD dalam memberikan jasa pelayanan
pinjaman berupa modal usaha dalam bentuk kredit
usaha koperasi, usaha mikro dan Lembaga
Keuangan Mikro yang tunduk/mengacu kepada
Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan.

Fleksibilitas  adalah  keleluasaan  pengelolaan
penguatan modal BLUD Dana Bergulir pada batas-
batas tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan
yang berlaku umum;

Pejabat pengelola UPT PDB adalah pimpinan UPT
PDB yang bertanggung jawab terhadap kinerja
operasional UPT PDB yang terdiri atas Kepala,
Kasubbag Tata Usaha dan pejabat teknis;

Peningatkan status BLUD Dana Bergulir adalah
meningkatnya status unit kerja yang menerapkan
PPK-BLUD Dana Bergulir bertahap menajdi satuan
kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD
Dana Bergulir penubh;

Penurunan status BLUD Dana Bergulir adalah
menurunya status unit kerja yang menerapkan PPK-
BLUD Dana Bergulir penuh menjadi unit kerja yang
menerapkan PPK-BLUD Dana Bergulir bertahap;

Pencabutan status BLUD Dana Bergulir adalah
kembalinya status unit kerja yang menerapkan PPK-
BLUD Dana Bergulir penuh atau PPK-BLUD Dana
Bergulir bertahap menjadi unit kerja;

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorang dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro mempunyai asset
< Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan
omset maksimal s/d Rp.300.000.00,-(tiga ratus juta
rupiah);

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan wusaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil
dan Menengah, mempunyai asset  antara
Rp.50.000.000 s/d.500.000.000 dan mempunyai
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omset/tahun > Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah) s/d < Rp 2.500.000.000 (dua miliyar lima
ratus rupiah) /tahun;

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang-seorang atau badan hukum yang
melandaskan kegiatannya berdasarkan perinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;

Lembaga Keuangan Mikro adalah suatu kegiatan
ekonomi yang ada di masyarakat yang bergerak
dalam usaha simpan pinjam yang belum mempunyai
badan hukum;

Dana bergulir penguatan modal koperasi, usaha
mikro dan Lembaga Keuangan Mikro yang
selanjutnya disebut dana bergulir adalah dana milik
pemerintah daerah yang bersumber dari APBD yang
disaluran kepada usaha koperasi, usaha mikro dan
lembaga keuangan mikro dalam bentuk pinjaman;

Masa perguliran adalah periode waktu sejak
penempatan dana bergulir pada BLUD Dana Bergulir
untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman dan/atau
lainnya kepada koperasi, usaha mikro dan lembaga
keuangan mikro sampai dana tersebut terkumpul
kembali;

Penempatan dana bergulir adalah dana yang
ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening
pengelola dana bergulir pada Bank Pemerintah yang
ditunjuk, selama masa perguliran yang dapat
diperpanjang dan/atau ditarik kembali pada akhir
masa penempatan dana;

Pengelola Dana Bergulir adalah Unit Pelaksana
Teknis yang ditetapkan oleh Walikota untuk
mengelola dana bergulir dalam rangka penguatan
modal usaha koperasi, usaha mikro dan lembaga
keuangan mikro lainnya;

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengelolaan yang
akan diterima kembali baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
angaran berikutnya;

Pengeluaran pembiyaan dana bergulir adalah
pengeluaran dana yang bersumber dari APBD yang
ditempatkan pada pengelola dana bergulir untuk
disalurkan kepada usaha koperasi, usaha mikro dan
lembaga keuangan mikro lainnya;

Penerimaan pembiayaan dana bergulir adalah
pengembalian pokok pinjaman dan bagian jasa yang
diperuntukkan bagi tambahan dana bergulir usaha
koperasi, usaha mikro dan lembaga keuangan mikro
lainnya kepada Pemerintah Daerah melalui rekening
pengelola dana bergulir;
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Pendapatan jasa adalah pendapatan yang berasal
dari jasa hasil pengelolaan dana bergulir;

Pengembalian pinjaman adalah pengembalian pokok
pinjaman dan jasa oleh usaha koperasi, usaha mikro
dan lembaga keuangan mikro lainnya penerima
pinjaman melalui pengelola dana bergulir;

Perguliran dana adalah penyaluran kembali dana
yang diterima dari pengembalian pinjaman oleh
usaha koperasi, wusaha mikro dan lembaga
keuangan mikro lainnya yang di tempatkan pada
rekening pengelola dana bergulir;

Kelompok koperasi, usaha mikro dan lembaga
keuangan mikro lainnya adalah kelompck usaha
produktif yang tumbuh atas kepentingan ekonomi
bersama dari usaha;

Usaha produktif adalah usaha pada sektor ekonomi
yang dapat menghasilkan barang / jasa,
memberikan nilai tambah dan meningkatkan
pendapatan usaha ;

Sentra Usaha adalah pusat kegiatan sektor usaha
unggulan tertentu dilokasi tertentu dimana terdapat
pengusaha usaha mikro yang menggunakan bahan
baku dan menghasilkan produk yang sama/sejenis
serta memiliki prospek untuk dikembangkan
menjadi klaster ;

Rekening penampungan adalah rekening yang
dibuka pada Bank untuk penampung dana bergulir
dan disalurkan kepada usaha koperasi, usaha mikro
dan lembaga keuangan mikro lainnya penerima
dana bergulir;

Rekening jasa adalah rekening yang dibuka pada
Bank untuk menampung setoran jasa dari usaha
koperasi,usaha mikro dan lembaga keuangan mikro
Lainnya penerima dana bergulir ;

Pinjaman adalah bentuk penyaluran dana kepada
usaha koperasi, usaha mikro dan lembaga
keuangan mikro Lainnya dengan suatu perjanjian
kredit yang memuat sekurang-kurangnya besarnya
dana pinjaman, jasa, waktu pengembalian, jaminan
dan sanksi ;

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam
bentuk kas dan tagihan UPT-PDB yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode anggaran
bersangutan yang tidak perlu dibayar kembali;

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalarn periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh UPT-PDB;

Biaya  adalah sejumlah  pengeluaran  yang
mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh
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barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional
UPT-PDB;

Investasi adalah penggunaan aset  untuk
memperoleh  manfaat ekonomis yang dapat
meningkatkan kemampuan UPT-PDB dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat;

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar;

Rekening UPT-PDB adalah rekening tempat
penyimpanan uang UPT-PDB yang dibuka oleh
pimpinan UPT-PDB pada Bank untuk menampung
seluruh penerimaan, pendapatan dan pembayaran
pengeluaran UPT-PDB ;

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu
laporan keuangan yang merupakan gabungan
keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan ;

Rencana Bisnis dan Anggaran UPT-PDB, yang
selanjutnya disingkat RBA UPT-PDB adalah
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran
tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja
dan anggaran UPT-PDB ;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT-PDB yang
selanjutnya disingkat DPA UPT-PDB adalah
dokumen yang memuat pendapatan biaya, proyeksi
arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang
akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh UPT PDB ;

Rencana Strategis Bisnis UPT-PDB yang selanjutnya
disingkat Resntra Bisnis UPT-PDB adalah dokumen
lima tahunan yang memuat visi, misi, program
strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah
kebijakan operasional UPT-PDB ;

Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis
tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan
oleh UPT-PDB kepada masyarakat ;

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan
fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah
manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu dan berkesinambungan ;

Satuan pengawasan internal adalah perangkat UPT-
PDB yang bertugas melakukan pengawasan dan
pengendalian internal dalam rangka membantu
pimpinan UPT PDB untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan
sosial  sekitarnya  (socialresponsibility) dalam
menyelenggarakan bisnis sehat ;



48. Dewan Pengawas UPT-PDB, yang selanjutnya
disebut Dewan Pengawas adalah organ yang
bertugas melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan UPT- PDB,;

49. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan
operasional yang diterima oleh UPT-PDB yang
berasal dari barang dan/jasa layanan yang diberikan
kepada masyarakat, hasil kerja sama UPT-PDB
dengan pihak lain dan/hasil usaha lainnya ;

50. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum
dalam rencana UPT-PDB pada akhir suatu tahun
buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset
Pemerintah Kota Batam yang tidak terpisahkan;

51. Tarif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang
diberikan oleh UPT-PDB termasuk imbalan hasil
yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan
untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per
unit layanan,;

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal  April 2014

WALIKOTA BATAM

e

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam

pada tanggal

SEKRETARI

AGUSSAHIMA

BERITA DAERAH KOTA BATA
TAHUN 2014 NOMOR 35y

10 April 2014

DAERAH




